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ABSTRAK 

Penelitian ini akan melihat bagaimana Implementasi Perda No. 9 Tahun 2016 
tentang studi pada peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Pembinaan 
pemakai Jalan, serta untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dan 
pendukung Perda No. 9 Tahun 2016.  Metode penelitian yang digunakan 
pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
kepustakaan observasi, wawancara dan dokumentasi penelitian ini menggunakan 
dari teori Grindle yang mengukur keberhasilan implementasi suatu kebijakan 
publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), Hasil 
penelitian menunjukan bahwa Implementasi Perda No. 9 Tahun 2016 sudah 
terimplementasi dan sudah tersosialisasikan mengenai perda ini. faktor 
penghambat Perda No. 9 Tahun 2016, adalah belum semua stakeholder 
mengetahui adanya perda ini, berdasarkan hal tersebut dapat di simpulkan bawha 
ini sebagai salah satu penghambat dalam meng-implementasikan perda ini. Untuk 
faktor pendukungnya dilihat dari adanya pembangunan dan peremajaan serta 
penataan kembali trotoar dan jembatan penyebrangan orang tersebut. 

Kata Kunci : Implementasi, Peran, Perda.  
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ABSTRACT 

This research investigates the implementation of Regional Regulation no. 9 of 

2016 in Medan City with a focus on the role of the Transportation Service. The 

research method uses a qualitative approach with data collection techniques in 

the form of observation, interviews and documentation. The results show that 

these regulations have been implemented and socialized. The obstacles are 

related to a lack of stakeholder awareness, while the supporting factors involve 

the construction, rejuvenation and rearrangement of sidewalks and pedestrian 

bridges. 

Keywords: Implementation, Role, Regional Regulations. 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004, 

Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi 

maupun Kabupaten Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan 

penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi 

pemerintah daerah. Mengenai ruang lingkup dari Peraturan Daerah, dalam 

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah 

berisi tentang Peraturan Daerah Propinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

dibuat oleh Dewan Perwakilan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota 

dan Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa 

bersama dengan Kepala Desa.  

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi 

daerah Propinsi/ Kabupaten/ kota dan tugas pembantuan serta merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Pemerintahan Daerah 

lebih berfungsi dalam bidang pelayanan khusus terhadap masyarakat daerah, 

urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah 
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2 

perencanaaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan dan 

pengawasan tata ruang, perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang 

(Junaidi, 2018). 

Peraturan daerah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, 

yaitu mengatur segala sesuatunya tentang penyelanggaraan pemerintahan, 

pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat (Syarif, 1987). Dalam tata 

susunan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, Peraturan 

Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang terletak 

dibawah peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat (dalam hal ini 

kedudukannya di bawah Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Lembaga 

Pemerintah Non Departemen). Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu 

Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kota. 

(Attamimi, 1990).  

Sesuai  dengan  peraturan  daerah  kota  Medan  Nomor  9 tahun  2016  

tentang fasilitas pejalan kaki menjelaskan  bahwa untuk mendukung  keamanan,  

keselamatan,  ketertiban,  dan juga  kelancaran  penggunaan fasilitas pejalan kaki  

yang terpadu,  pemerintah  daerah  berwenang  menciptakan  fasilitas pejalan kaki. 

Dalam hal ini untuk menciptakan kenyamanan fasilitas pejalan kaki  yang  dimaksud  

pada  kebijakan  ini  terdiri dari trotoar, jembatan penyebrangan dan tempat-tempat 

penyebrangan, tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian kendaraan.  

Menurut Dinas Perhubungan Kota Medan, Visi dan Misi Dinas 

Perhubungan Kota Medan yaitu menjadi kota masa depan yang multikultural, 
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berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius serta mewujudkan tata ruang kota 

yang konsisten serta didukung infrastruktur dan utilitas kota yang semakin 

modern serta berkelanjutan. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 tahun 2016 

mengenai studi pada peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam pembinaan 

pemakai jalan, daerah merencanakan, membangun, memlihara fasilitas pejalan 

kaki yang meliputi trotoar, jembatan penyebrangan, tempat-tempat penyebrangan 

dan tempat-tempat menunggu atau pemberhentian kendaraan. Sesuai  dengan  

Peraturan  Daerah  Kota  Medan  Nomor  9 Tahun  2016  Tentang Pembinan 

Pemakai Jalan menjelaskan bahwa untuk fasilitas pejalan kaki. 

Implementasi peraturan daerah tentang fasilitas pejalan kaki adalah sebuah 

fenomena yang dapat terjadi di berbagai wilayah atau kota. Peraturan daerah ini 

biasanya ditetapkan untuk meningkatkan keamanan, aksesibilitas, dan 

kenyamanan bagi pejalan kaki di lingkungan perkotaan. Fenomena ini sangat 

penting dalam upaya menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih ramah bagi 

pejalan kaki, serta meningkatkan keselamatan dan mobilitas mereka. Peningkatan 

fasilitas pejalan kaki juga dapat berkontribusi pada pengurangan kecelakaan lalu 

lintas dan polusi udara, serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam 

berjalan kaki sebagai sarana transportasi yang berkelanjutan. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan melihat bagaimana 

implementasi peraturan tersebut pada lokasi penelitian yaitu Jalan 

Sisingamangaraja sebagai daerah pusat pusat kota peneliti akan mengobervasi 

apakah terdapat penyalahgunaan fasilitas untuk pejalan kaki seperti alih fungsi 

trotoar yang sering disalahgunakan oleh pengemudi untuk menjadi lokasi 
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parkir liar, pedagang kaki lima yang masih berjualan dan melakukan aktifitas 

jual beli di atas trotoar serta masih terjadinya aksi pencopetan di jembatan 

penyebrangan bagi pejalan kaki sedangkan seperti yang kita ketahui jembatan 

penyebrangan berfungsi sebagai jalur keselamatan bagi pejalan kaki yang 

nyaman dan aman. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk memilih judul 

mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 

Studi Pada Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pembinaan 

Pemakai Jalan” 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 

Studi Pada Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pembinaan 

Pemakai Jalan. 

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Studi Pada Peran Dinas Perhubungan Kota 

Medan Dalam Pembinaan Pemakai Jalan. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas,  maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 

Tahun 2016 Tentang Studi Pada Peran Dinas Perhubungan Kota Medan 

Dalam Pembinaan Pemakai Jalan. 

2. Untuk mengetahui Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Studi Pada Peran Dinas 

Perhubungan Kota Medan Dalam Pembinaan Pemakai Jalan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai sumber  referensi dan panduan dalam penelitian karya  

ilmiah, skripsi thesis dan lainnya. Selain itu diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam perbaikan dimasa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap Dinas 

Perhubungan Kota Medan dalam pembinaan pemakai jalan. Hal tersebut 

dapat juga bermanfaat sebagai acuan untuk perbaikan dimasa yang akan 

datang. 

3. Manfaat bagi Mahasiswa 
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Sebagai kajian ilmiah tentang studi pada peran dinas perhubungan kota 

medan dalam pembinaan pemakai jalan.   Selain itu dapat juga dijadikan 

sebagai referensi yang bermanfaat bagi pendidikan dan akademik.
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BAB II   

LANDASAN TEORI 

2.1 Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu implement yang berarti  

mengimplementasikan, implementasi merupakan penyediaan sarana untuk 

melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. 

Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat 

berupa undang–undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan 

yang dibuat oleh lembaga–lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan 

(Pasaribu, 2021). 

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang 

dikutip oleh Pasaribu (2021) bahwasanya konsep implementasi berasal dari 

bahasa inggris yaitu to implement, dalam kamus besar Webster, to implement 

(mengimplementasikan) berati to provide the means for carrying out 

(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan to give practical effect to 

(untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi mengacu 

pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu 

keputusan (Dewantari, dkk, 2021). Tindakan ini berusaha untuk mengubah 

keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha 

mencapai perubahanperubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah 

diputuskan sebelumnya (Dwindari,dkk, 2020). Perbedaan yang paling penting 

antara suatu Negara dengan Negara yang lain tidak terletak pada bentuk atau 

ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan Negara itu untuk melaksanakan 
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Pemerintahan (Rusdiana, 2021). Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada 

kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang 

dibuat oleh sebuah polibiro, kabinet atau Presiden Negara itu (Syahnur,dkk,2022). 

“mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik 

individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau 

swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam 

kebijakan” (Mandolang,dkk,2019). 

 

2.1.1 Kebijakan Publik 

Kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani “polis” berarti negara, 

kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “politia” yang berarti 

negara, Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris “policie” yang artinya 

berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi 

pemerintahan (Dewantari,dkk, 2021). Istilah “kebijakan” atau “policy” 

dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, 

suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam 

suatu bidang kegiatan tertentu (Nuryanti,2015). Kebijaksanaan adalah anak dari 

integritas yaitu integritas terhadap prinsip, dan ibunya adalah kerendahan hati dan 

ayahnya adalah keberanian, kemudian kebijakan yang lebih bersifat ilmiah dan 

sistematis menyangkut analisis kebijakan publik (Nur,dkk,2020). Kata “publik” 

dalam kebijakan publik dapat dipahami ketika dikaitkan dengan istilah “privat”, 

istilah publik dapat dirunut dari sejarah negara Yunani dan Romawi Kuno, 
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Bangsa Yunani Kuno mengekspresikan kata publik sebagai koinion dan privat. 

(Nur,dkk,2019) 

Implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat luas, meliputi 

bagaimana implementasi ditempatkan sebagai alat administasi hukum dan juga 

sekaligus dipandang sebagai fenomena kompleks sebuah proses atau hasil dari 

kebijakan, Situmorang juga menegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah 

satu dari sekian banyak tahap kebijakan publik, sekaligus menjadi variabel 

terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan 

terkait penyelesaian isu-isu publik (Mansur, 2021) 

Pelaksanaan kebijakan secara sederhana adalah pelaksanaan atau penerapan 

suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, 

atau mekanisme yang dibingkai pada suatu sistem tertentu. Pelaksanaan kebijakan 

merupakan suatu kegiatan terencana yang dilkukan secara sungguh-sungguh 

berdasarkan acuan norma tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu 

(Mansur, 2021). Terbitnya kebijakan publik dilandasi kebutuhan untuk 

penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan 

oleh para pihak (stakeholders), terutama pemerintah yang diorientasikan pada 

pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan 

kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian 

tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan 

pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui 

setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan 
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kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil 

evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan (Ramadhani, dkk, 2017). 

 

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi kebijakan itu pada prinsipnya adalah cara atau langkah yang 

dilakukan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, disebut sebagai upaya 

melaksanakan keputusan. Peter deLeon dan Linda deLeon (2001) menyatakan 

bahwa pendekatan- pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dapat 

dikelompok menjadi tiga generasi, yaitu: 

1. Pada tahun 1970-an, memahami implementasi kebijakan sebagai 

masalahmasalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya. Pada generasi 

ini, implementasi kebijakan berimpitan dengan studi pengambilan keputusan 

di sektor publik.   

2. Pada tahun 1980-an, adalah generasi yang mengembangkan pendekatan 

implementasi kebijakan yang bersifat “dari atas ke bawah”. Perspektif ini 

lebih fokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah 

diputuskan secara politik.  

3. Pada tahun 1990-an memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku dari 

aktor pelaksana implementasi kebijakan yang lebih menentukan keberhasilan 

implementasi kebijakan. Pendekatan kontijensi atau situasional dalam 

implementasi kebijakan yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan 

banyak didukung oleh adaptabilitas implementasi kebijakan tersebut. 
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Mengimplementasikan suatu kebijakan publik dapat dilakukan dua pilihan, 

yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk programprogram dan 

diimplementasikan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari 

suatu kebijakan publik (J Mansur, 2021).  

Berdasarkan para pendapat ahli di diatas dapat disimpulkan bahwa 

implementasi kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan untuk 

mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah kebijakan publik. 

 

2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik 

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh berbagai 

faktor yang mempengaruhinya, oleh karena itu dalam implementasi kebijakan   

publik   ada   beberapa   faktor   sebagai   pendukung   implementasi kebijakan 

publik tersebut. Menurut ( Li an a ,  d kk .  2 019 ) ,  teori Grindle merupakan 

keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses 

pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu teracapai atau tidaknya tujuan yang ingin 

diraih, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat 

dilihat dari dua hal, yang pertama dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan 

apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan 

merujuk pada aksi kebijakan, sedangkan yang kedua dilihat dari apakah tujuan 

kebijakan itu tercapai. Menurut ( Li an a ,  dk k .  2 01 9 )  kebijakan dalam kedua 

dimensi yang diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:  

a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.  
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b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan 

perubahan yang terjadi.  

Menurut ( Li an a ,  dk k .  2 01 9 )  Keberhasilan suatu implementasi 

kebijakan publik juga amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu 

sendiri, yang terdiri atas Content of Policy dan Context of Policy: 

a. Content of Policy menurut Grindle adalah: 

- Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi) Suatu 

kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, 

dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh 

terhadap implementasinya.  

- Type of Benefits (tipe manfaat) Suatu kebijakan harus terdapat beberapa 

jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh 

pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.  

- Extent of Change Envision (derjat perubahan yang ingin dicapai) 

Seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu 

implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. 

- Site of Decision Making (letak pengambilan keputusan) Pengambilan 

keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam 

pelaksanaan suatu kebijakan, dimana letak pengambilan keputusan dari 

suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.  

- Program Implementer (pelaksana program) Menjalankan suatu kebijakan 

atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang 

kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.  
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- Resources Committed (sumber-sumberdaya yang digunakan) 

Pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-

sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.  

b. Context of Policy menurut Grindle adalah: 

- Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (kekuasaan, kepentingan-

kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat) Dalam suatu kebijakan 

perlu diperhitungkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta 

strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar 

jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. 

- Institution dan Regime Characteristic (karakteristik lembaga dan rezim 

yang berkuasa) Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut 

dilaksanakan berpengaruh terhadap keberhasilannya.  

- Compliance and Responsivisness (tingkat kepatuhan dan adanya respon 

dari pelaksana) Sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam 

menanggapi suatu kebijakan.  

Berdasarkan pengertian dari teori-teori tersebut, maka penelitian ini 

menggunakan teori implementasi dari Merilee S. Grindle karena teori ini lebih 

mendukung riset atau penelitian mengenai subtansi dan mendekati dengan tujuan 

penelitian ini. Teori ini lebih kuat digunakan untuk meneliti kepada pihak 

eksternal. 
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2.2 Peran 

Secara etimologi peran berarti sesorang yang melakukan tindakan yang 

dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap 

tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang. 

Peran merupakan perpaduan antara berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu 

yang digunakan dalam dunia sosiologi, peran merupakan istilah yang biasanya 

digunakan dalam dunia teater yang mana seorang aktor harus bermain sebagai 

tokoh tertentu dan membawakan sebuah perilaku tertentu, dalam hal ini posisi 

seorang aktor tersebut disamakan dengan posisi seorang masyarakat dan keduanya 

memiliki posisi yang sama (Siregar, dkk. 2023). Menurut Soerjono Soekanto 

(2002:243) dalam (Basri, 2022)  Peran merupakan aspek dinamis kedudukan 

(status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan sedangkan status merupakan 

sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang 

melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia 

menjalankan suatu fungsi. Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) dalam (Basri, 

2022) Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku 

tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu serta kepribadian seseorang 

juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan 

pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahakan mempunyai peran yang 

sama.  

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang 

yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. Lingkungan organisasi juga 
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dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka, 

harapan tersebut berupa norma ataupun tekanan untuk bertindak dalam cara 

tertentu sehingga individu tersebut akan menerima pesan tersebut serta merespon 

dengan berbagai cara, namun masalah akan muncul ketika pesan tidak 

tersampaikan dengan jelas dan tidak dapat diterima dengan mudah, serta tidak 

sesuai dengan daya tangkap si penerima pesan yang akan mengakibatkan pesan 

tersebut dinilai ambigu dan ketika hal ini terjadi maka individu akan merespon 

dengan cara yang tidak sesuai dengan harapan si pengirim pesan (Pratiwi, dkk. 

2022).  

Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status 

yang disandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan 

status yang disandang tapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda yang 

menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda (Salsabila, dkk. 2022). 

Menurut Siagian (2012: 212) dalam (Salsabila, dkk. 2022) Apabila seorang sudah 

melakukan hak serta kewajibannya didalam kedudukan yang ia miliki, berarti ia 

sedang menjalankan peran, adanya peran dihasilkan dari banyak sekali 

latarbelakang, peran dan kedudukan dua aspek yang tidak mungkin terpisahkan 

serta adanya peran berarti kedudukan sudah mendasari setiap tindakan atau peran 

yang dihasilkan sesuai kesempatan yang diberikan dalam suatu masyarakat 

kepadanya. Adapun syarat-syarat peran dalam (Syarifuddin, dkk. 2022) mencakup 

tiga hal penting, yaitu :  

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 
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peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemsyarakatan.  

2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh 

individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. 

Sehingga dapat disimpulkan peran adalah aktivitas yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekumpulan orang untuk menghasilkan suatu perubahan yang 

iinginkan oleh masyarakat. 

 

2.2.1 Jenis – Jenis  Peran 

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen dalam (Arfa, 2021), juga memiliki 

beberapa jenis, yaitu sebagai berikut: 

a. Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan 

seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran. 

b. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara yang diharapkan 

masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.  

c. Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang 

yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan 

peranan yang saling bertentangan antar satu sama lain.  

d. Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan secara 

emosional.  
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e. Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorang dalam 

menjalankan suatu peranan tertentu.  

f. Model peranan (Role Model) yaitu dimana tingkah laku seseoorang yang 

dijadikan sebagai contoh, ditiru, dan diikuti.  

g. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang 

dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan peranannya. 

 

2.2.2 Konsep Peran 

Dari penjelasan di atas kita mengetahui bahwa peran dan status sosial 

merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Adapun konsep peran menurut 

(Lamahan, dkk. 2021) adalah sebagai berikut:  

- Persepsi Peran Persepsi Peran adalah pandangan kita terhadap tindakan 

yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan 

interpretasi atas sesuaty yang diyakini tentang bagaimana seharusnya kita 

berperilaku.  

- Ekspektasi Peran Ekspektasi peran merupakan sesuatu yang telah diyakini 

orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. 

Sebagian besar perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan 

dalam konteks dimana orang tersebut bertindak.  

- Konflik Peran Saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang 

berbeda, maka akan menghasilkan konflik peran. Konflik ini akan muncul 

saat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk 

dipenuhi ketimbang peran lain. 
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2.3 Peran Dinas Perhubungan Kota Medan 

Menurut KBBI pengertian dinas adalah bagian kantor pemerintah yang 

mengurus pekerjaan tertentu. Pengertian perhubungan adalah segala yang 

bertalian dengan lalu lintas dan telekomonikasi (seperti 

jalan,pelayaran,penerbangan,pos). Dinas Perhubungan adalah suatu lembaga 

yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran pelaksanaan kebijakan 

berdasarkan pemerintah otonomi daerah, Dinas Perhubungan berperan sebagai 

manejeman transportasi, Dinas Pekerjaan Umum sebagai bidang penyedia 

prasarana jalan. Dengan adanya otonomi daerah memberikan desentralisasi pada 

Dinas Perhubungan untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya berikut semua 

aparatur dan keuangannya kecuali hal-hal yang bersifat nasional yang akan diatur 

dalam undang-undang.  

Dinas Perhubungan berperan penting dalam lalu lintas dan angkutan jalan 

untuk mengatur transportasi yang beroperasi di lalu lintas seperti angkutan 

umum/atau angkutan khusus baik perusahaan milik pemerintah maupun 

perusahaan milik swasta yang beroperasi di lalu lintas. Sesuai dengan Peraturan 

Walikota Medan No 63 Tahun 2017, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Pe rhubungan Kota Medan, telah diatur tugas dan fungsi Dinas 

Perhubungan Kota Medan 

1. Tugas Pokok 
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a. Dinas merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah, yang dipimpin 

oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

b. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah 

daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

2. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan 

b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang 

perhubungan 

d. Pelaksanaan administratif Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup 

tugasnya 

e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang 

undangan, dan 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

2.4 Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundangundangan 

tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Propinsi maupun 
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daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

maupun Kabupaten Kota. Kewenangan daerah dalam membentuk Peraturan 

Daerah secara legalitas ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Perundangundangan lainnya. Dalam pembentukan daerah tidaklah 

mudah karena memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terutama 

tentang teknik pembentukannya, sehingga Peraturan daerah yang dibentuk tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum. 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 1 Ayat (1) Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang 

berbentuk Republik. Kemudian Pasal 18 Ayat (1) menentukan: Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu 

dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu 

mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan daerah 

adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam pasal 136 

sampai pasal 149 UU No. 32 Tahun 2004. Peraturan daerah dibuat oleh 

pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam 

negara kesatuan Republik Indonesia. 
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Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk 

melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Oleh karema 

itu materi Perda secara umum memuat antara lain:  

1. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan halhal yang 

berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah; 

2. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (Mendebewindl 

dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah 

dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri 

sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah 

Provinsi sebagai daerah otonom. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur beberapa prinsip 

mengenai Perda:  

1. Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD; 

2. Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan 

penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  

3. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain, 

atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  

4. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum 

atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda 

sebanyakbanyaknya lima juta rupiah.  

5. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.  
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6. Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam 

lembaran daerah.  

7. Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik 

pelanggaran Perda (PPNS Perda dan Keputusan Kepala Daerah). 

Adapun Peraturan Daerah Kota Medan No. 9 Tahun 2016 Tentang 

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 88 tentang rangka 

pembinaan terhadap pemakai jalan, daerah merencanakan, membangun, 

memlihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi: 

a. Trotoar; 

b. Jembatan penyebrangan dan tempat-tempat penyebrangan; dan 

c. Tempat menunggu dan/atau pemberhentian kendaraan.  

 

2.5 Trotoar 

Menurut keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No.76/ KPTS/Db/1999 

tanggal 20 Desember 1999 yang dimaksud dengan trotoar adalah bagian dari jalan 

raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak didaerah manfaat 

jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari 

permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas 

kendaraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Trotoar ialah tepi jalan besar 

yang sedikit lebih tinggi daripada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki. 

Sedangkan menurut (Wibowo Gunawan, 1988) dalam (Supriyana, 2021) 

menjelaskan bahwa trotoar memiliki pengertian sebagai bagian jalan yang 
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disediakan untuk pejalan kaki, umumnya ditempatkan sejajar dengan jalur lalu 

lintas, dan harus terpisah dari jalur lalu lintas oleh struktur fisik. Pengertian 

tersebut mengatakan bahwa antara trotoar merupakan tempat berjalan kaki yang 

berada bersebalahan dengan jalan raya, keadaan trotoar dan jalan raya harus 

memiliki batas yang memisahkan keduanya serta oemisah yang dibuat tersebut 

digunakan untuk keamanan pejalan kaki agar pemakai jalan raya tidak memasuki 

wilayah trotoar dan dapat membahayakan pejalan kaki. 

Menurut Iswanto (2006) Trotoar merupakan wadah atau ruang untuk 

kegiatan pejalan kaki melakukan aktivitas dan untuk memberikan pelayanan 

kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan 

kenyamanan bagi pejalan kaki dan trotoar juga dapat memicu interaksi sosial 

antar masyarakat apabila berfungsi sebagai suatu ruang publik. 

Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa trotoar merupakan 

jalan yang disediakan dan digunakan untuk berjalan kaki, jalan ini berada di 

pinggir jalan dan memiliki ketinggian tertentu serta terpisah dari jalur lalu lintas 

oleh struktur fisik. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu bangunan yang berada 

di trotoar tidak diperkenankan karena tidak sesuai dengan fungsi dan tempatnya. 

 

2.5.1 Aturan dan Ketentuan Hukum Trotoar 

Dalam membangun saran trotoar dibutuhkan beberapa kriteria untuk 

tercapainya saran berjalan kaki yang nyaman. Trotoar memiliki ketentuan jalan 

tipe II kelas 1, kelas 2, kelas 3 dilengkapi dengan trotoar kecuali jalan tipe 1 
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seperti jalan pintas karena jalan tersebut terlalu sempit untuk didampingi trotoar, 

sedangkan jalan tipe II merupakan jalan raya yang sering dilewati oleh kendaraan, 

seperti pada daerah pinggir kota untuk daerah tipe II kelas 3 karena pejalan kaki 

lebih dari 300 orang per 12 jam serta volume kendaraan melebihi 1000 buah per 

12 jam maka perlu disediakan trotoar. Beberapa aturan dalam penempatan trotoar 

dan fasilitas penunjang lainnya:  

1. Suatu ruas jalan dianggap perlu dilengkapi dengan trotoar apabila 

disepanjang jalan tersebut terdapat penggunaan lahan yang mempunyai 

potensi menimbulkan pejalan kaki. Penggunaan lahan tersebut antara lain 

perumahan , sekolah, pusat perbelanjaan, pusat perdagangan, pusat 

perkantoran, pusat hiburan, pusat kegiatan social, daerah industry, terminal 

bus dan lain-lain. 

2. Secara umum trotoar dapat direncanakan pada ruas jalan yang terdapat 

volume pejalan kaki lebih besar dari 300 orang per 12 jam (06.00 – 18.00) 

dan volume lalu lintas lebih besar dari 1000 kendaraan per 12 jam (06.00 – 

18.00).  

3. Penempatan trotoar telah ditentukan seperti ditempatkan pada sisi kiri bahu 

jalan atau sisi kanan dari jalur lalu lintas (bila tersedia jalur parkir). Namun 

bila jalur tanaman tersedia dan terletak di sebelah bahu kiri jalan atau parkir, 

trotoar harus dibuat bersebelahan dengan jalur tersebut.  

4. Penempatan perlengkapan jalan pada prinsipnya harus diletakan pada sisi 

dalam ausisikiri dari trotoar.  

5. Bila trotoar bersebelahan lansung dengan tanah milik perorangan, maka 

sarana penghijauan kota (pohon, pot) haruslah ditanam di sisi dalam dari 
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trotoar, namun bila terdapat ruang cukup antara trotoar dengan tanah milik 

perorangan tersebut maka saran penghijauan kota dapat ditanam di sisi luar 

trotoar.  

6. Selakon terbuka untuk drinase, jalan harus terletak pada bagian luar dari 

trotoar. Slokan tertutup dapat dianggap sebagai bagian dari trotoar bila 

tertutup dengan slab beton.  

7. Trotoar harus ditingikan setinggi kereb. 

Menurut Iswanto (2006), elemen-elemen pendukung yang harus terdapat 

pada jalur trotoar :  

1. Lahan parkir kendaraan bermotor. 

2. Saluran air baik yang tertutup maupun terbuka.  

3. Sarana penghijauan jalan 

4. Tempat sampah  

5. Halte bus  

6. Telphone umum. 

Adapula perlengkapan yang dibangun di sebelah kanan atau luar jalur 

trotoar seperti :  

1. Rambu-rambu lalu lintas yang digunakan untuk mengatur kendaraan 

bermotor di jalan raya. 

2. Traffic light untuk menghindari kemacetan di pertigaan dan perempatan 

jalan raya.  

3. Hydrant merupakan kran air berkekuatan besar yang digunakan bila ada 

kebakaran. 
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4. Lampu kota yang digunakan sebagai penerangan jalan raya dan trotoar saat 

malam hari.  

5. Serta pembatas yang digunakan untuk memisahkan antara jalir trotoar 

dengan jalur lalu lintas. 

 

2.6 Jembatan 

Berdasarkan Undang-Undang 38 Tahun 2004 bahwa jalan dan jembatan 

sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting 

terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan 

yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai 

keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah. Jembatan secara 

umum adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian 

jalan yang terputus oleh adanya rintanganrintangan seperti lembah yang dalam, 

alur sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalan kereta api, jalan raya yang melintang 

tidak sebidang dan lain-lain. Menurut (Struyk, Van der Veen, Soemargono; 1995; 

1) dalam (Purwanto, dkk. 2018) jembatan merupakan suatu konstruksi yang 

gunanya untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih 

rendah. Rintangan ini biasanya jalan lain (jalan air atau lalu lintas biasa). 

Jembatan adalah jenis bangunan yang apabila akan dilakukan perubahan 

konstruksi, tidak dapat dimodifikasi secara mudah, biaya yang diperlukan relatif 

mahal dan berpengaruh pada kelancaran lalu lintas pada saat pelaksanaan 

pekerjaan. Jembatan dibangun dengan umur rencana 100 tahun untuk jembatan 

besar. Minimum jembatan dapat digunakan 50 tahun. Ini berarti, disamping 
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kekuatan dan kemampuan untuk melayani beban lalu lintas, perlu diperhatikan 

juga bagaimana pemeliharaan jembatan yang baik. 

 

a. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berisi mengenai Implementasi Peraturan Daerah 

sebagai dasar dalam penelitian ini salah satu sumber tempat memperbanyak teori-

teori yang dapat di gunakan untuk mengkaji penelitian. Namun dari pencarian 

penelitian sebelumnya belum ada ditemukan judul penelitian yang sama. Dengan 

begitu berikut penulis lampirkan penelitian terdahulu berupa jurnal penelitian 

yang berhubungan dengan penelitian ini : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Nama/ 
Tahun/Sumb

er 

Judul 
Penelitian 

Uraian 
Penelitian 

Hasil 
Peneitian Persamaan Perbedaan 

1. Tin Zaitun 
Anugrah/2021
/ 
Universitas 
Muhammadiy
ah Sumatera 
Utara 

Implement
asi 
Peraturan 
Daerah 
Nomor 7 
Tahun 
2002 
Dalam 
Rangka 
Pembinaan 
Pengelola 
Perparkiran 
Di Kota 
Medan 

Metode 
penelitian 
yang 
digunakan 
adalah 
metode 
deskriptif 
dengan 
analisis 
kualitatif, 
data yang 
diperoleh 
melalui 
pengumpula
n data 
kemudian di 
interpretasik
an sesuai 
dengan 
tujuan 
penelitian 
yang telah 
di rumuskan 
dan 

Hasil 
penelitian 
yang 
dilakukan 
penulis 
menunjukka
n bahwa 
pembinaan 
pengelola 
perparkiran 
sudah baik 
namun 
belum 
efektif, 
karena 
masih 
terdapat 
permasalaha
n seperti 
para juru 
parkir liar 
yang sulit 
diatur dan 
tidak mau 

Menggunaka
n metode 
analisis 
kualitatif 

Studi 
pembahasan 
lebih focus 
pada 
pengelolaan 
parkir  
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No. Nama/ 
Tahun/Sumb

er 

Judul 
Penelitian 

Uraian 
Penelitian 

Hasil 
Peneitian Persamaan Perbedaan 

diperoleh 
melalui 
wawancara. 

diajak 
bekerja sama 
sehingga 
pembinaan 
pengelolaan 
perparkiran 
kurang 
efektif. 

2. Asdinar 
Tawasty Nur 
Abbas , Baso 
Madiong , 
Zulkifli 
Makkawaru/20
21/ Universitas 
Bosowa 

Analisis 
Pelaksanaa
n Peraturan 
Daerah 
Nomor 9 
Tahun 
2001 
Tentang 
Penertiban 
Tempat 
Hiburan Di 
Kota 
Parepare 
 

Pendekatan 
yang 
dilakukan 
adalah 
pendekatan 
kualitatif 
dengan 
memaparka
n secara 
deskriptif 
berbagai 
hasil 
wawancara 
dan 
Observasi 
lalu 
melakukan 
analisis 
terhadap 
data 
tersebut. 

Pelaksanaan 
Peraturan 
Daerah 
Nomor 9 
Tahun 2001 
Tentang 
Penertiban 
Tempat 
Hiburan Di 
Kota 
Parepare 
belum 
efektif. 
 
 
 
 

Menggunaka
n metode 
pendekatan 
kualitatif 

Membahas 
Peraturan 
Daerah No. 
9 tahun 
2001 

3. Shinta 
Andriani 
Putri/2020/ 
Universitas 
Muhammadiy
ah Sumatera 
Utara 

Implement
asi 
Peraturan 
Pemerintah 
Daerah 
Nomor 9 
Tahun 
2016 
Dalam 
Rangka 
Pelaksanaa
n 
Pengawasa
n 
Penggunaa
n Jalan Di 
Dinas 
Perhubung
an Kota 
Medan 

Metode 
deskriptif 
dengan 
analisis 
kualitatif, 
yaitu 
suatujenis 
penelitian 
melalui 
prosedur 
pemecahan 
masalahyan
g diselidiki 
dengan 
pengamatan
, 
wawancara, 
menggamba
rkan 
keadaan 
penelitian 
berdasarkan 
fakta-fakta 
yang 

Diketahui 
bahwa 
Implementas
i Peraturan 
Daerah 
Nomor 9 
Tahun 2016 
Dalam 
Rangka 
Pelaksanaan 
Pengawasan 
Penggunaan 
Jalan Di 
Dinas 
Perhubungan 
Kota Medan 
sudah 
terimplemen
tasi namun 
belum 
berjalan 
cukup baik. 

Peneliti 
terdahulu 
membahas 
Peraturan 
Daerah No. 
9 Tahun 
2016 

Peneliti 
terdahulu 
berfokus 
pada 
pengawasan 
pada 
pengguna 
jalan 
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No. Nama/ 
Tahun/Sumb

er 

Judul 
Penelitian 

Uraian 
Penelitian 

Hasil 
Peneitian Persamaan Perbedaan 

tampak. 

4. Harlan Evan 
Kapioru/2014
/ 
Universitas 
Nusa Cendana 

Pelaksanaa
n Peraturan 
Daerah 
Nomor 9 
Tahun 
2001 
Tentang 
Penertiban 
Tempat 
Hiburan Di 
Kota 
Parepare 
belum 
efektif. 

Penelitian 
ini bersifat 
kualitatif 

Faktor 
sistem 
managemen 
penanganan 
parkir dan 
faktor sistem 
pemungutan 
retribusi 
parkir yang 
belum 
berjalan 
secara baik. 
Berdasarkan 
pendekatan 
ROCCIPI 
ditemukan 
perilaku 
bermasalah 
terjadi pada 
semua 
pemegang 
peran. 

Menggunaka
n metode 
kualitatif 

Peneliti 
terdahulu 
berokus 
pada 
penertiban 
tempat 
hiburan 

Sumber: Hasil analisis 

 

b. Kerangka Berfikir 

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2017) mendefinisikan bahwa dalam 

penelitian kerangka pemikiran ialah satu konseptual berbicara tentang 

bagaimana hubungan teori dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi 

sebagai case atau fokus dalam penelitian. Dalam penelitian ini berikut 

dipaparkan tentang kerangka berpikir. Dapat di pahami kalau kerangka 
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pemikiran dalam penelitian ini dibuat untuk menggambarkan bagaimana 

berjalannya proses pelaksanaan penelitian Implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Studi Pada Peran Dinas Perhubungan Kota Medan 

Dalam Pembinaan Pemakai Jalan melalui teori Merilee S. Grindle (1980). Untuk 

melihat kerangka berpikir dalam  penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran 

Implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2016 

Tentang Studi Pada Peran 

Dinas Perhubungan Kota 

Medan Dalam Pembinaan 

Pemakai Jalan 

Identifikasi Masalah: 

Banyaknya pemakai jalan 
pengendara bermotor yang 
menyalahgunakan fasilitas 
pejalan kaki yaitu pedestrian 
jalan dan jembatan 
penyebrangan 

Determinan implementasi 

kebijakan Merilee S. Grindle, 

1980; 

1. Content of policy 

2. Context of policy 

Agar terwujudnya ketertiban 
bagi pejalan kaki 

Implementasi 
 

Peraturan Daerah 

Peran 
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BAB III    

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Bentuk penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif. Hal ini bertujuan untuk  

memfokuskan perhatian pada masalah-masalah yang ada agar dapat 

menggambarkan secara jelas terkait dengan fakta di lapangan,  sehingga peneliti 

mampu memberikan informasi dengan apa adanya. Menurut (David Williams, 

1995) penelitian berbasis data kualitatif merupakan suatu upaya peneliti untuk 

mengumpulkan data berdasarkan pada landasan ilmiah, yang dilakukan secara 

ilmiah atau natural dan tentunya dapat di pertanggung jawabkan. Secara garis 

besar metode kualitatif adalah satu metode penelitian yang menekankan 

analisisnya membutuhkan pemahaman yang mendalam melalui hubungan 

fenomena-fenomena yang terjadi dan diamati menggunakan logika ilmiah.

 Melalui penelitian ini, penulis menggunakan teori Implementasi Kebijakan 

Publik yang di sampaikan oleh Menurut Grindle Content of Policy yang dilihat 

adalah Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi), Type of 

Benefits (tipe manfaat), Extent of Change Envision (derjat perubahan yang ingin 

dicapai), Site of Decision Making (letak pengambilan keputusan), Program 

Implementer (pelaksana program), Resources Committed (sumber-sumberdaya 

yang digunakan) sedangkan  Context of Policy menurut adalah Power, Interest, 

and Strategy of Actor Involved (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi 

dari aktor yang terlibat), Institution dan Regime Characteristic (karakteristik 

lembaga dan rezim yang berkuasa) Compliance and Responsivisness (tingkat 
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kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana) dengan Peraturan Daerah Kota 

Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Studi Pada Peran Dinas Perhubungan Kota 

Medan Dalam Pembinaan Pemakai Jalan 

 

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1. Lokasi Penelitian 

Memperoleh data sebagai bahan acuan untuk menjawab semua pertanyaan 

akan permasalahan yang ada, lokasi kegiatan yang menjadi tempat penelitian 

adalah Dinas Perhubungan Kota Medan Jalan Pinang Baris, Lalang, Kecamatan 

Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127. Sementara untuk lokasi 

penelitian yang akan di observasi adalah di Jalan Sisingamangaraja sebagai daerah 

pusat Kota Medan.  

3.2.2. Waktu Penelitian 

Berikut ini adalah jadwal pelaksanaan dalam melaksanakan penelitian ini, 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 Waktu Penelitian 

Sumber : Hasil Penelitian, 2023 

No Uraian 
Pelaksanaan 

Mar 
2023 

Apr 
2023 

Mei 
2023 

Juni 
2023 

Juli 
2023 

Ags 
2023 

Sep 
2023 

1. 
Penyusunan 
Proposal dan 
Bimbingan 

 
 

      

2. Perbaikan Proposal        

3. Seminar Proposal        
4. Penelitian        
5. Seminar Hasil        
6. Revisi Skripsi        
7. Sidang Meja Hijau        
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3.3. Sumber Data 

Menurut Sugiyono (2017,194) cara atau teknik pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan interview (wawancara), observasi (pengamatan), dan lapangan 

kerja.  

 

3.3.1 Wawancara 

Menurut Sugiyono (2017,194) Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan apabila peneliti juga ingi 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah dari 

responden tersebut sedikit. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada 

Kepala Bidang   Dinas Perhubungan Kota Medan.  

 

3.3.2 Observasi 

Menurut Sugiyono (2017,203) Observasi sebagai teknik pengumpulan data 

yang mempunyai ciri spesifik bila dibangingkan dengan teknik yang lainnya. 

Observasi dilakukan dengan melihat langsung di lapangan misalnya kondisi 

ruang kerja dan lingkungan kerja yang dapat digunakan untuk menentukan faktor 

layak yang didukung dengan adanya wawancara dan kuesioner mengenai analisis 

jabatan. 
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3.3.3 Dokumentasi  

Menurut  Sugiyono  (2015:329)  dokumen  merupakan  catatan  peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar atau memomental dari 

seseorang, laporan atau catatan yang penting. Dokumen dapat dijadikan sebagai 

alat kontrol utama untuk membuktikan kebenaran hasil wawancara. 

 

3.4 Informan Penelitian  

Menurut (Aan Komariah, 2017) informan ialah orang yang terkecimbung 

dalam latar penelitian dan berfungsi untuk memberikan informasi tentang situasi 

dan kondisi pada latar penelitian. Untuk memperoleh informasi yang akurat 

mengenai masalah yang sedang dibahas maka penulis menentukan informan 

secara sengaja atas dasar pertimbangan tertentu. Dengan begitu dapat di peroleh 

informasi yang akurat dan dapat di percaya baik berupa pertanyaan-pertanyaan 

maupun keterangan dalam bentuk data.  

Berikut penulis menentukan informan berdasarkan dengan wilayah fokus 

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Studi Pada Peran 

Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pembinaan Pemakai Jalan. 

Tabel 3.2  Informan Penelitian 

No. Deskripsi 
Jumlah 

Orang 
Jenis 

1. 

Bapak Ami Kholis HSB  

(Kepala Bidang Lalu Lintas dan 

Angkutan) 

 

1 
Informan 

Kunci 
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No. Deskripsi 
Jumlah 

Orang 
Jenis 

2. 
Bapak M. Novrian HSB  

(Bidang Program Perencanaan) 
1 

Informan 

Utama 

3. 
Bapak Edi Supomo 

(Bidang Program) 
1 

Informan 

Utama 

4. Pengguna jalan 5 
Informan 

Pendukung 

Jumlah 8 Informan 

Sumber : Hasil Penelitian, 2023 

3.5 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis  data  kualitatif,  yaitu  data  yang  diperoleh  melalui  pengumpulan data  

kemudian  di  interpretasikan   sesuai  dengan  tujuan  penelitian  yang telah  di  

rumuskan.   Data  yang  diperoleh   dari  hasil  wawancara   akan diuraikan secara 

deskriptif dengan analisis kualitatif. Teknik analisis data yang interaktif 

dikembangkan  oleh Miles dan Humberman yaitu: 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan  

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data 

yang diperoleh akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan  

mempermudah  peneliti  untuk  melakukan  pengumpulan  data selanjutnya. 

b. Penyajian Data 

Setelah  direduksi,  maka  langkah  selanjutnya  adalah  menyajikan 

data, maka akan mempermudah  peneliti untuk memahami  apa yang 
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terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan  merupakan  tahap untuk memberikan  makna 

terhadap data, melakukan  konfirmasi  apakah makna yang diberikan 

sudah tepat,  dan  terakhir  melakukan  verifikasi  yaitu  memeriksa  

kembali  data untuk memastikan makna yang diberikan sudah sesuai. 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Studi Pada 

Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pembinaan Pemakai Jalan 

dilihat dari :  

a. Content of Policy: 

Bersarkan Content of Policy yang dilihat dari   

Faktor Interest Affected  adalah dari adanya perda tersebut mempengaruhi 

kebijakan kebijakan dalam membangun dan menjaga fasilitas pejalan kaki,  

Jika dilihat factor Type of Benefits (Tipe manfaat) dari adanya perda tersebut 

sangat bermanfaat untuk mengatur dan menjadi pedoman pemakaian trotoar 

dan menjaga fasilitas pejalan kaki, 

Jika dilihat berdasarkan factor Extent of Change Envision (derjat perubahan 

yang ingin dicapai), hal ini menunjukan bahwa adanya perubahan 

perubahan visual dan kebersihan semenjak adanya perda tersebut, sementara 

ada yang mengatakan bahwa masih adanya penyalahgunaan trotoar tersebut, 

hal ini dapat di artikan dalam hal implimentasi belum sesuai antara realisasi 

di lapangan dengan perda tersebut,  

Dilihat dari faktor Site of Decision Making (letak pengambilan keputusan) 

bedasarkan berbagai wawancara yang dilakukan untuk hal ini pemerintah 

masih belum menyaipkan atau menerapkan sangsi atas pelanggaran 

pelanggaran yang ada di lapangan, hal ini dikarenakan dinas Perhubungan 
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hanya membuat perdanya, sedangkan untuk sangsi bukan pada dishub itu 

sendiri.  

Dilihat dari program implementer (pelaksana program) menjalankan suatu 

kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan 

yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. 

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bawha program dalam 

mensosialisasikan implementasi perda ini masih belum optimal,      

Dilihat dari faktor Resources Committed (sumber-sumberdaya yang 

digunakan) Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa setiap 

stakeholder juga berkaitan dengan pengambilan keputusan suatu kebijakan. 

Jadi dapat kita simpulkan bawha implementasi peraturan daerah ini sudah 

sesuai, hanya saja masih belum optimal. 

b. Context of Policy 

Dilihat dari Faktor Power, Interest, and Strategy of Actor Involved, 

Institution dan Regime Characteristic, Compliance and Responsivisness. 

sangat mempengaruhi dengan adanya perda tersebut, hal ini dilihat dari 

adanya keberhasilan penertiban dan pembangunan fasilitas pejalan kaki 

yang lainnya. 

 

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2016, untuk faktor penghambat berdasarkan hasil 

wawancara yang sudah di lakukan di lapangan, dan berdasarakan jawaban 

dari responden, dalam hal sejauh mana masyarakat mengetahui perda ini, 

dapat dikatakan bahwa sebagian masyarakat ada yang sudah mengetahui 
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perda tersebut dan ada juga belum mengetahui adanya perda ini, hal ini 

dilihat dari responden yang menjawab tidak mengetahui perda tersebut, 

berdasarkan hal tersebut dapat di simpulkan bawha ini sebagai salah satu 

penghambat dalam meng-implementasikan perda ini. Untuk faktor 

pendukungnya dilihat dari adanya pembangunan dan peremajaan serta 

penataan kembali trotoar dan jembatan penyebrangan orang tersebut. 

adanya komunitas pejalan kaki menjadi faktor pendukungnya.  

 
 

5.2. Saran 
Adapun saran yang ingin disampaikan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Perlu ada kajian tambahan terhadap implementasi perda ini sendiri 

2. Penelitian berikutnya dapat menggunakan metode penelitian yang lebih 

mendekati 

3. Perlu adanya kajian kajian daerah yang lain tentang implementasi perda 

ini. 

4. Masih perlu ditambahkan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Nomor 9 

Tahun 2016 Kota Medan. 

5. Diharapkan Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas PU, dan Polisi agar 

dapat mengimplementasikan perauran daerah tersebut. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

FORM WAWANCARA 

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Studi Pada 
Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pembinaan Pemakai Jalan 

Tuj
uan 
1 

Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 
Studi Pada Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pembinaan 
Pemakai Jalan. 

Tuj
uan 
2 

Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Peraturan Daerah 
Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Studi Pada Peran Dinas Perhubungan Kota 
Medan Dalam Pembinaan Pemakai Jalan. 

  
Content of Policy menurut 
Grindle adalah: 

Pertanyaan untuk mecapai tujuan 
tersebut 

1 

Interest Affected 
(kepentingan-kepentingan 
yang mempengaruhi) Suatu 
kebijakan dalam 
pelaksanaannya pasti 
melibatkan banyak 
kepentingan, dan sejauhmana 
kepentingan-kepentingan 
tersebut membawa pengaruh 
terhadap implementasinya.  

Menurut saudara, dengan adanya Perda 
No 9 Tahun 2016, sudah sejauh mana 
kepentingan tersebut membawa 
implementasi di daerah shoping mall 
tersebut? 

2 

Type of Benefits (tipe manfaat) 
Suatu kebijakan harus terdapat 
beberapa jenis manfaat yang 
menunjukkan dampak positif 
yang dihasilkan oleh 
pengimplementasian 
kebijakan yang hendak 
dilaksanakan.  

Menurut saudara/I, apakah manfaat dari 
adanya perda no 9 tahun 2016 untuk 
kawasan studi? 

3 

Extent of Change Envision 
(derjat perubahan yang ingin 
dicapai) Seberapa besar 
perubahan yang hendak atau 
ingin dicapai melalui suatu 
implementasi kebijakan harus 
mempunyai skala yang jelas. 

Menurut suadara/I, dengan adanya perda 
tersebut, apa saja perubahan yang sudah 
tercapai pada daerah shoping mall 
tersebut? 

4 

Site of Decision Making (letak 
pengambilan keputusan) 
Pengambilan keputusan dalam 
suatu kebijakan memegang 
peranan penting dalam 
pelaksanaan suatu kebijakan, 
dimana letak pengambilan 
keputusan dari suatu 
kebijakan yang akan 

Jika dilapangan ada yang tidak sesuai 
dengan peraturan tersebut, langkah apa 
saja yang di ambil untuk 
menertibatkannyaa kembali? 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/5/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)2/5/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Drajat Trie Cahya - Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016....



78 

diimplementasikan. 

5 

Program Implementer 
(pelaksana program) 
Menjalankan suatu kebijakan 
atau program harus didukung 
dengan adanya pelaksana 
kebijakan yang kompeten dan 
kapabel demi keberhasilan 
suatu kebijakan.  

Apasaja program program yang sudah 
dilaksanakan dalam sosialisasi perda 
tersebut? Sejuah mana keberhasilannya? 

6 

Resources Committed 
(sumber-sumberdaya yang 
digunakan) Pelaksanaan suatu 
kebijakan harus didukung oleh 
sumberdaya-sumberdaya yang 
mendukung agar 
pelaksanaannya berjalan 
dengan baik.  

Jika terdapat ketidaksesuaian 
implementasi perda tersebut di lapangan 
siapa saja yang terlibat dalam melakukan 
sosialisasi perda tersebut di wilayah 
observasi? 

  Context of Policy menurut 
Grindle adalah 

  

7 

Power, Interest, and Strategy 

of Actor Involved (kekuasaan, 
kepentingan-kepentingan, dan 
strategi dari aktor yang 
terlibat) Dalam suatu 
kebijakan perlu 
diperhitungkan kekuatan atau 
kekuasaan, kepentingan, serta 
strategi yang digunakan oleh 
para aktor yang terlibat guna 
memperlancar jalannya 
pelaksanaan suatu 
implementasi kebijakan. 

Sejauh mana pemangku kepentingan 
semua stakeholder dalam keterlibatan 
implementasi perda tersebut? 

8 

Institution dan Regime 

Characteristic (karakteristik 
lembaga dan rezim yang 
berkuasa) Lingkungan dimana 
suatu kebijakan tersebut 
dilaksanakan berpengaruh 
terhadap keberhasilannya.  

Apakah ada stakeholder diluar dari 
pemerintahan yang terlibat dalam 
implementasi perda tersebut? 

9 

Compliance and 

Responsivisness (tingkat 
kepatuhan dan adanya respon 
dari pelaksana) Sejauhmana 
kepatuhan dan respon dari 

Sejauh mana tingkat keberhasilan 
implementasi peraturan daerah tersebut? 
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pelaksana dalam menanggapi 
suatu kebijakan.  

  Menurut Tujuan   

10 Tujuan 2 Apa yang menjadi faktor penghambat 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 

11 Tujuan 2 Apa yang menjadi faktor pendukung 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 

12 Tujuan 2 
Menurut bapak atau ibu, apakah 
implementasi peraturan daerah tersebut 
sudah berjalan dengan baik? 

13 Tujuan 2 

Bagaimana Dinas Perhubungan 
mensosialisasikan kepada masyarakat 
terkait penyelenggaraan fasilitas pejalan 
kaki yang ada di kota medan? 
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